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BAB I
HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja B PKAD KabupatenKotabaru  Tahun

Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun
n-2) (2017)perkiraantahunberjalan (tahun n-1) (2018) mengacupada
APBD tahunberjalan (2018).

Pada Tahun Anggaran 2018, BadanPengelolaKeuangandanAset
Daerah KabupatenKotabarumempunyai pagu
sebesarRp.41.194.896.266,-
terdiridariBelanjaTidakLangsungsebesarRp.15.498.463.966,-
sertaBelanjaLangsungsebesarRp.25.696.432.300,-

denganRealisasiAnggaranBadanPengelolaKeuangandanAset  Daerah

Tahun 2018 sampai dengan bulan Mei 2018
sebesarRp.2.533.034.500,- TerdiridariBelanjaLangsungsebesar
Rp.1.438.866.301,- danBelanjaTidakLangsungsebesar
Rp.1.094.168.199,- atau sebagaimana tertuang pada gambar/grafik
5danTabel 2.1

RekapitulasiHasilEvaluasiPelaksanaanRenjadanPencapaianRenstra
SKPD BPKAD sampaidenganTahunBerjalan 2018.

Realisasi program/kegiatan yang tidakmemenuhi target

kinerjahasil/keluaran yang direncanakanuntuktahun 2017

maupunrealisasi program/kegiatan yang melebihi target
kinerjahasil/keluaran yang direncanakanTahun
2017tidakadasedangkanRealisasi program/kegiatan yang

telahmemenuhitarget kinerjahasil/keluaran yang direncanakantahun
2017 dapatdiuraikansbb :
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Gambar 5
Grafik Realisasi Anggaran BPKAD s/d Mei 2018
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Sedangkanuntuk tingkat
CapaianKinerjadanRealisasiAnggaranterhadapRenstraPerangkat
Daerah s/d bulan MeiTahun 2018, rata-rata
capaiankeuanganRenstrasebesarRp.56.249.850.518,- atau33,97%
dan rata-rata capaiankinerjasebesar39,76% dari total

paguRenstras/dtahun 2020sebesarRp.165.857.843.200,-

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset
DaerahKabupatenKotabarutidakmemilikidokumenStandarPelayanan
Minimal karenamerupakanorganisasi yang
sesuaitugaspokokdanfungsisertakewenangannyatidakmelaksanakanp
elayanandasar yang terkaitlangsungdenganmasyarakat,
hanyamelaksanakankegiatan yang bersifatrutinberdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
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Daerah dan sebagaiman diaturdalamPeraturan Daerah
KabupatenKotabaruNomor21Tahun 2016tentangPembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah KabupatenKotabaru.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupatenKotabaru
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode
sebelumnya mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan
struktur organisasidan pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelola Keuangan dan Aset DaerahKabupatenKotabaru.

Keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat dari pencapaian

indikator yang telah ditetapkansebagaimanaTabel 2.2
PencapaianKinerjaPelayanan BPKAD,Tingkat
CapaianKinerjasampaidenganbulan Mei2018 rata-rata

capaiankinerjasebesar34,19%.

2.3 Isu -Isu Penting Penyelenggaraan Perangkat Daerah
Isu strategis merupakan permasalahan yang belum dapat
diselesaikan ditahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi
keberlanjutan pelaksanaan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.
Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan

BadanPengelolaKeuangandanAset Daerah KabupatenKotabaru,

permasalahan dan hambatan dalam penyelengaraan tugas dan

fungsi, maka isu-isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset

DaerahKabupatenKotabaruadalah sebagaiberikut:

1. Jumlah PNS pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,
sebanyak 52orang PNS dan 23 orang Tenaga Non PNS yang
harus melayani 60 Perangkat Daerah, 1 PPKD serta
Bupati/Wabup, perbandingan tersebut mengakibatkan beban
pegawai BPKAD dalam melayani Perangkat Daerah Pemerintah
Kotabaru cukup besar, sehingga berpengaruh pada kurang

optimalnya pelayanan dalam Pengelola keuangan dan aset
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daerah Kabupaten Kotabaru. Adapun Golonganserta Tingkat
Pendidikan PNS dan Non PNS BPKADs/d bulan Desember 2017
sebagaimana tabel berikut :

Tabel

Jumlah PNSD BPKAD KabupatenKotabaru
BerdasarkanKualifikasiPendidikan

Keadaans.d 31 Desember 2017
Tingkat Pendidikan

No UNIT KERJA SD SLTP SLTA D1 D2 D3 D4 S1 S2 Jin
1 KepalaBadan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Sekretaris 0 0 0 0 0] 0 0 0 0 0
3 Bidang-Bidang 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
4 Subbag/Subbid 0] 0 2 0] 0] 0] 1 6 3 12
5 Pelaksana 0] 1 14 0] 1 5 0O 14 O 35

Jumlah 0 1 16 0 1 5 1 20 8 52

Sumber :Sub BagianUmumdanKepegawaianBPKAD KabupatenKotabaru

2. Masih adanya keterlambatan dari Perangkat Daerah dalam
penyampaian dokumenpertanggungjawaban fungsional ke
BidangAkuntansi BPKADsebagai laporan penggunaan anggaran
yang harus dipertanggungjawabkan secara tepat waktu,
sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan hal-hal
teknis yang terkendala jika terjadi gangguan teknis dalam
jaringan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.

3. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melaporkan
inventaris barang yang dimiliki secara berkala setiap
semesteran/tahunan sehingga menyulitkan bagi BPKAD untuk
mengiventarisasi data (pemutakhiran data base ) sebagai Aset

Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

2.4 Review Terhadap Ra ncangan Awal RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan
program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan sesuaidengan

arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta
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pagu indikatif yang disediakan untuk Badan PengelolaKeuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Kotabaruberdasarkan Rancangan Awal

RKPD.
Di sampingitu,
dokumenRenjatersebutjugamemuatinformasitentang program,

kegiatansertakelompokindikatorkinerjadanrencanacapaiannya.Melalu
idokumenkinerjainiakan di
ketahuiketerkaitanantarakegiatandengansasaran,

kebijakandenganprogramnya, sertaketerkaitandengankegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan.

2.5 PenelaahanUsulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan
kajian usulan program dan Kkegiatan dari masyarakat yang
merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat, terkait kebutuhan
dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran
pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun 2019 yang sesuai
dengan tugas dan fungsi dari Badan PengelolaKeuangan dan Aset
DaerahKabupatenKotabaru.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para
pemangku kepentingan yang diperoleh melalui usulanmasyarakat
dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang
Kabupaten.SesuaidenganPeraturan Daerah

KabupatenKotabaruNomor21Tahun 2016tentangPembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah KabupatenKotabaru,
makauntukperencanaan program dankegiatanTahun
2019tidakmelakukanpengumpulanusulan program
dankegiatanmasyarakatkarenahanyamenjalankankegiatan yang

bersifatrutinitas.
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Usulan program dan kegiatan dari masyarakat
diambildariusulanmasyarakathasildarimusrenbang yang

datanyadiperolehdariBappedaKabupatenKotabaru.
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